
BUPATIKETAPANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 48 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

PADA DINAS KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 
tata kerja Puskesmas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Ketapang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas 
Kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 40 Tahun 
2022 tentang Perubahan Nama Puskesmas Tuan-Tuan Menjadi 
Puskesmas Ratu Berlian Kecamatan Benua Kayong, perlu 
dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 14 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 14 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 
Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang .. 
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 14 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451) ;  

8. Peraturan Menteri . . .  
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8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); 

9.  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang 
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang 
Tahun 2024 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Ketapang Nomor 118 ) ;  

10.  Peraturan Bupati Ketapang Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 
Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang 
Tahun 2021 Nomor 94); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI 1ENrANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KETAPANG NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS 
KESEHATAN. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan 
(Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai 
berikut: 

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

( 1 )  Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Ketapang. 

(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri dari: 

1 .  Puskesmas Ratu Berlian ; 
2 .  Puskesmas Sungai Awan; 
3. Puskesmas Kedondong; 

4. Puskesmas Mulia Baru; 

5. Puskesmas Sukabangun; 
6. Puskesmas Pesaguan; 
7. Puskesmas Kuala Satong; 
8 . Puskesmas Sungai Besar; 
9. Puskesmas Sungai Melayu; 

10 .  Puskesmas Tumbang Titi; 

1 1 .  Puskesmas Tanjung Pura . . .  
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1 1 .  Puskesmas Tanjung Pura; 

12.  Puskesmas Sandai; 

13.  Puskesmas Sungai Laur; 
14. Puskesmas Nanga Tayap; 

15.  Puskesmas Pemahan; 

16. Puskesmas Air Upas; 

17. Puskesmas Balai Berkuak; 

18. Puskesmas Simpang Dua; 

19. Puskesmas Manis Mata; 

20. Puskesmas Kendawangan; 

21. Puskesmas Suka Mulya; 

22. Puskesmas Marau; 

23. Puskesmas Hulu Sungai; dan 

24. Puskesmas Riam. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 5 Juni 2025 

BUPATI KETAPANG, 

TTD 

ALEXANDER WlLYO 

Diundangkan di Ketapang 

pada tanggal 5 Juni 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KETAPANG, 

TTD 

REPALIANTO 

SERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 48 

Palin; :suai dengan aslinya 
,Y,�'1-";, . agian Hukum � ✓ 
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